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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika merupakan suatu

kejahatan yang mempengaruhi masayarakat yang membutuhkan

suatu penangana yang lebih baik untuk pelaku atau korban dalam

tindak pidana penayalagunaan narkotika Kota Yogyakarta oleh karena

itu memerluka suatu solusi yaitu Restorative Justice untuk

memulihkan pelaku atau korban tindak pidana penyalagunaan

narkotika. Berikut kesimpulan penulis yaitu :

1) Peran kejaksaan dalam pelaksanaan Restorative Justice untuk

tindak pidana penyalagunaan narkotika adalah krusial dalam

menciptakan pendekataan yang adil, humanis dan berfokus pada

pemulihan. Kejaksaan berfungsi sebagi mediator, pengawas dan

pendukung utama dalam memastikan proses Restotarive Justice

berjalan efektif dan bermanfaat bagi pelaku atau korban. Penuntut

umum melakukan penyelesaian penganaan perkara tindak pidana

penyalagunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan

keadilan restorative dalam rangka melaksanakan asas dominius

litits jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi

pengendalian perkara dalam kalimat diatas dilakukan dalam ruang

lingkup tugas dan wewenagn jaksa dalam rangka membangun

sitem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan samapai

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap untuk menegakan prapenuntutan dan melaksanakan

pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan.

2) Hambatan dalam suatu pelaksanaan Restorative Justice untuk

tindak pidana penyalagunaan narkotika adalah dana yang

diperlukan bagi korba atau pelaku untuk melaksanakan suatu

rehabilitasi yang mana dalam kejaksaan tidak ada dana dalam
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penerapam rehabilitasinya namun dalam Restorative Justice untuk

tindak pidana penyalagunaan narkotika sudah memiliki dana tetapi

tidak untuk situasi pemulihan korba atau pelaku. Namun apabilah

korban dan pelaku memiliki BPJS Kesehatan maka kejaksaan bisa

langsung melaksanakan tindakan untuk melakukan pemulihan

kepada korban atau pelaku yang di Restorative Justice.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mulai menjalin

kerjasama dengan istansi lain seperti Dinas Kesehatan Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam hal untuk melaksanakan Restorative

Justice terhadap pelaku atau korban penyalagunaan narkotika.

2. Bekerja sama dengan lembaga masyarakat terhadap Rehabilitasi

Narkotika hal memperdaya kembali pengguna Narkotika untuk

dididik, diarahkan agar bisa kembali kedalam masyarakat.
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